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INTISARI

Peranan bidang pertanahan didalam pelaksanaan pembangunan semakin
penting dan menentukan karena setiap pembangunan akan selalu terkait dengan
tanah. Untuk mendukung kelancaran pembangunan maka diadakan pendaftaran
tanah. Untuk membantu kelancaran pendaftaran tanah dan meminimalkan
permasalahan, diperlukan pengelolaan administrasi pertanahan dari tingkat desa
sampai tingkat nasional yang tertib dan teratur.

Di dalam skripsi ini penyusun berusaha mengangkat permasalahan
mengenai Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Banyuraden Kecamatan
Camping Kabupaten Sleman Daerah istimewa yogyakarta. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengkaji sistem pengelolaan administrasi pertanahan di Desa
Banyuraden, Peranan kepala desa dan aparat pemerintah desa dalam menunjang
administrasi pertanahan dalam sistem penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip
atau warkah-warkah pertanahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara,
metode kuisioner dan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data mengunakan
teknik analisis tabulasi dan deskriptif, dimana data yang diperoleh di
interpretasikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi. Populasi Penelitian
adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai hubungan hukum dengan
bidang-bidang tanah di Desa Banyuraden dan sampel yang diambil sebanyak 90
Kepala Keluarga.

Kesimpulan Yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa data pertanahan
yangada di Desa Banyuraden belum mendukung sistem administrasi pertanahan di
desa, sistem penyimpanan dan pemeliharaan warkah-warkah atau arsip-arsip
belum menjamin keamanannya karena masih sangat sederhana baik dalam sistem
pengadministrasiannya maupun fasilitas dalam penyimpanannya, sehingga hal ini
mempengaruhi di dalam proses pensertipikatan tanah untuk waktu mendatang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pembangunan desa dewasa ini, tanah mempunyai peranan yang

cukup penting, terutama yang berkaitan dengan hak perorangan dan kepastian

hukumnya. Oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam

mengatur peruntukan tanah dan kepemilikannya agar dapat terdaftar secara

baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dasar tentang pendaftaran tanah

sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Pokok Agararia No.5 Tahun

1960 didalam pasal 19 ayat (l)dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut:c

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan peraturanyang diatur dengan peraturan pemerintah

(UUPA,UU no.5 tahun 1960 pasal 19 ayat 1).

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a) Pengukuran , pemetaan dan pembukuan tanah.

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c) Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat

Berdasarkan ketentuan dasar tersebut pemerintah iuea telah



yang dalam perkembangannya telah disempurnakan dan diganti dengan

Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah pada dasarnya adalah merupakan kegiatan

administrasi pertanahan yang ada di Badan Pertanahan Nasional, oleh sebab

itu kegiatan ini hanya sampai pada tingkat kabupaten saja sehingga belum

dapat dilaksanakan sepenuhnya sampai dengan tingkat Desa sedangkan

permasalahan yang dihadapi kebanyakan pada tanah-tanah yang ada di Desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai ciri khusus tentang

sistem Administrasi pertanahannya dibandmg dengan daerah-daerah lain di

Indonesia, sebab sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria Tahun

1960 sistem administrasi pertanahan yang ada di Yogyakarta sudah ada

dengan diatur oleh Peraturan Daerah No 3Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1954

Mengenai Hak Atas Tanah didaerah , sebagai pelaksanaan peraturan tersebut

dikeluarkan Peraturan Daerah No . 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak

Perseorangan turun temurun Atas Tanah , Peraturan Daerah No 10 Tahun

1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Peralihan Hak andarbe dari

Kelurahan Dan Hak Anganggo Turun temurun atas Tanah dan perubahan jenis

tanah di Daerah IstimewaYogyakrta .

Dari berbagai peraturan tersebut kemudian muncul sistim pengad-

ministrasian yang dikenal dengan nama yaitu :Daftar Letter A, Letter B ,



pengukuran )jawatan Agraria yang memuat tentang luas tanah tiap-tiap persil

sertabagian persil sertajenis tanahnya.

Dengan demikian sebetulnya sistem administrasi pertanahan yang ada

di desa-desa Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik, tetapi

kenyataannya dilapangan semua warisan buku berkas pertanahan di daerah

tersebut tidak dapat teradministrasikan dengan baik dan banyak yang hilang

dan tidak mengikuti perkembangan sehingga menjadi kendala dalam

pelaksanaan pensertipikatan tanah. Setelah berlakunya UUPA pada tahun

1984, terjadi konversi mengenai hak-hak atas tanah sehinga menimbulkan

beberapa masalah tentang peralihan haknya maka perlu untuk menyamakan

peraturan yang ada dengan pemerintah daerah setempat agar sistem

pengadministrasiannya dapat berjalan dengan baik dan tertib.u

Berdasarkan latarbelakang itulah maka penyusun mencoba

mengadakan penelitian tentang sistem administrasi pertanahan yang ada di

Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan judul:

Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Banyuraden Kecamatan

Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, serta keterbatasan waktu, biaya dan

tenaga, maka penelitian ini di batasi pada :



b. Bagaimanakah tata-cara penyimpanan dan pemeliharan dokumen-

dokumen pertanahan dalam mendukung administrasi pertanahan di Desa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

LTujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalafy :

a) Mengkaji sistem pengelolaan administrasi pertanahan yang ada di Desa

Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

b) Untuk mengetahui bagaimana tata-cara penyimpanan dan pemeliharaan

dokumen-dokumen pertanahan yang ada di Desa Banyuraden Kecamatan

Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a) Diharapkan dapat memberikan informasi tentang sistem pengelolaan

administrasi pertanahan yang ada di Desa Banyuraden.

b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pertanahan

dalam rangka menunjang sistem administrasi pertanahan yang lebih aktual

dan efisien.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil-hasil penelitian yang telah di dilakukan beserta

pembahasannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi pertanahan yang ada di Desa Banyuraden

Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta belum tertib karena belum sesuai dengan kaidah Kepres No.7

tahun 1979 tentang catur tertib pertanahan terutama tertib administrasi

pertanahan karena untuk setiap bidang tanahbelum tersedia data fisik dan dan

yuridis secara lengkap.

2. Sistem penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan yang ada di

Desa Banyuraden belum baik karena belum menjamin keamanan dan

kemudahan dalam pengambilan kembali bila suatu saat diperlukan. frrhai

lrateman-44TIan^5):

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran

kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Kantor Pertanahan kabupaten Sleman dan

aparat Desa Banyuraden dalam upaya pengelolaan administrasi pertanahan

sebagai berikut:
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1. Secara intern Desa Banyuraden lebih senus dalam mengelola administrasi

pertanahan dengan melengkapi data pertanahan yang belum tersedia seperti

peta-peta pertanahan, pembenahan sistem pengarsipan, peningkatan

pengetahuan pertanahan terutama pegawai yang menangani masalah

pertanahan serta upaya lain yang di pandang perlu untuk menertibkan

pengelolaan administrasi pertanahan.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus lebih aktif lagi mengadakan

pembinaan dan bimbingan mengenai pengelolaan administrasi pertanahan di

Desa Banyuraden melalui proyek administrasi pertanahan, prona, ajudikasi

swadaya yang bertujuan disamping meningkatkan minat masyarakat dalam

mensertipikatkan tanah juga membenahi sistem pengelolaan data pertanahan

yang ada di Desa Banyuraden.

3. Mengingat Desa ( termasuk Desa Banyuraden ) merupakan salah satu mata

rantai data pertanahan, maka perlu dipikirkan untuk penempatan pegawai

khusus dari kantor pertanahan untuk membantu mengelola administrasi

pertanahan, sehingga kegiatan penerimaan, pencatatan, proses pengarsipan

warkah yang ada di Desa Banyuraden dapat lebih tertib dan teratur tanpa

mengurangi kewenangan aparat Desa Banyuraden yang menangani masalah

pertanaha ( Sekretaris Desa ).

4. Bagi Kepala Desa Banyuraden agar lebih intensif lagi mengadakan

pembinaan kesadaran masyarakat dalam berperan serta meningkatkan tertib
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lokasi proyek admmistrsai pertanahan, prona, proda atau ajudikasi swadaya

kepada Kantor Pertanahan kabupeten Sleman, peningkatan pelayanan

pertanahan kepada masyarakat menerapkan sistem " jemput bola " dengan

terjun langsung kemasyarakat untuk meningkatkan kesadaran pensertipikatan
tanah.
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